
I. Undan_g·Undang Nornor 14 Tahun 19.:;o tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa 
Ba.rat [Berita Negara tahun 1950), sebagairnana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 rentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dcngan mengubah Undang-Undang Repub!ik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemenntahan Daerah 
Kabupaten Oalam Llngkungan Propinsi Jc.wa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 
31, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik lr.dones a Nomor 
3209); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mcnetapkan 
Peraruran Bupati tentang Sadan Koordinasi Kehuznasan 
Daerah Kabupaten Bekasi; 

b. bahwa Sadan Koordinasi Kehumasan Daerah sebagai 
Iembaga kehumasan di Llngkungan Pcmcrintah Daerah 
Kabupaten Bekasi, perlu diberikan landasan hukum dalam 
melakukan perencanaan, petaksanaan, pengkoordinasian, 
pengumpulan data.. pendistribusian infos-maai dan 
pendayagunaan teknotogi informasi; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Pcraturan :-.:enterl Oalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2011 centang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam xegeri 
dan Pemerintah Dacrah, sehingga pcrlu membentuk 
Bakobumasda; 

BUPATI BEKASI, 
a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan peranan tugas 

pokok dan fungsi manejemen bidang komunikasi dan 
Inforrnasi agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta 
dapat dipertanggung jawabkan, sehlngga hs..rus d.!.kclo-J.a 
secara melembaga sesuai rugas-tuga- ··,humasan; 

DE;NGAN R'\Hl'v!AT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN OAERAH 

KABUPATEN BEKASI 

NOMOR 40 •r.1m111 2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

Mengingat 

0 

Menirnbang 



l l. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 200'? tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pcmerintah 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Mentcri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah Nomor ,28 
Tahun 2011 Ten tang Pedoman Umum Kornunikasi 
Organisasi di lnstanai Pemerintah; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 58); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran l'legara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 5601); 

0 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tcntar.g Organioasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 l l Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia l'lomor 5430); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang 
Pembencukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tcntang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Repubok Indonesia 
Nomor 49 !6); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor ll'.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2nn3 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik (Lembaran Negara Repuhlik :"donesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Repub}ik Indcnesia Nomor 4846); 

3. Undaug-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridoneeta Nomor 
42~2); 

2. Undang-Undang Nomor 4-0 Tahun 1999 ter.tnng ?ers 
ILcmbaran Negara Repu!:>lik Indonesia Tahun 1997 Nomoc 
166, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indcneeia Nomor 
3887), 



1. Dae,·ah adalah Kabupaten Bckasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebag ti unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah, 
3. Bupati adatah Bupati Bekasi, 
4. Sekrctaris Dae rah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bckasi; 
5. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ctonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seiuas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan repubiik Indonesia scbagaimana dimak.sud daiam Un:!an~-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

6. Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut llumas 
Pemerintah adalah aktivitas iembaga dan atau individu penyelenggara 
pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang kamunikasi 
dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya; 

7. Sadan Koordinasi Kehumasan Daerah yang selanjurnya drsingkat 
Bakobumasda adalah Lembaga Kehumasan Pemerintah Daemh !Ghupden 
Bekasi yang merupakan unit organisasi dalam suatu Jembaga pemerintahan 
yang melakukan fungsi manajemen bidang kornunikasi dan informael sena 
rugas-tugas kehumasan; 

8. Jnformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, rnakna, dan pesan, ba.ik data, fakta maupun 
penjeiasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 
berbaga, kemasan dan format sesuai dengan perkembangan tcknoiogi 
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik; 

9. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampa!kan informasi kepada 
masyarakat khususnya melalui media rnassa; 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan manajerial 

Dalarn Peraluran Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

BP.BI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG BADAi" KOORDINASI 
KEHUMASAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMEPJNTAH 
KABUPATEN BEKASI . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 l"omnr 8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekaei (i.embara.n 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Norr.or 6), 

13 Peraturan Mentcri Pendayaangunean Apararue ;,;ega,a dan 
Reformas£ Birokrasi Repubtik Indonesia tte.?ah Nomol" 29 
Tu.hurt 2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan 
Komunikasi Krisis di Lingklungan Inetanal Pemertrateb, 



(I) Hubungan kerja dan koordmasi antar Lembaga/SKPD, ditaksanakan Jengan 
membangun hubungan koorclin&.tif dan konsultatif antar unit atau earuan 
kerj~, dan praktisi kchumasan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, 
media rnassa dan lembaga masyarakat lainnya. 

{2) Hubunzan keria dan koorrfinasd ;mrAr lf'>-rt'lh.Atn1 c::Ph~a:1h,,,.a..,o Ai.-ro.ot..o,,..t .....,.A .... 

Pasal4 

Bagian Ketiga 
Hubungan Kerja dan Koordinasi 

antar Lembaga/SKPD 

I H Manajemcn hubungan masyarakat, dilaksanakan melalui pelaksanaan 
kegietan: 
a. fungsi manajemen kehumasan unruk menilai slkap dan opini publik; 
b. identifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi; ~ ... , 
c. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk 

memperoleh pengertian dan dukungan publik. 

(2) Manajemen hubungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 
a. mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifi.kasi data dan informasi; 
b. menyusun program clan kegiatan kehumasan: 
c. merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan; 

... ct. membuat stancfar operasional dan proscdur humas; 
e. rnerencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjaug rugas 

kehurnasan; 
f. meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kchumasan; 
g. mcmbentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumenta~i; 
h. menyebarluaskan informasi; dan 
i melakukan pembinaan dan pengawasan pcnyclenggaraan kehumasar.. 

Bagian Kedua 
Manajeman Hubungan Masyarakat 

Pasal 3 

Ruang llngkup kehumasan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mellputi: 
a manajemen hubungan masyarakat; 
b. hubungan kerja dan koordmasi antar Jembaga/SKPD; 
c. pengembangan analisa media dan informasi: 
d manajemen komunikasi krisis; 
c a.nalisa pemberitaan media massa; 
f tatakelola infrastruktur kehumasan: 
g. konsultasi publik; 
b pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi; 
1 pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan 
J· evaluasi penyelenggaraan kehurnasan. 

Pasal2 

BAB II 
RllANG LINOKU? 

Bagian Kesatu 
Kehumasan 

11. Pejabst Kehurnasan yang dirunjuk adalah Pejabat yang mendapat 
pelimpahan kewenangan dengan Kepurusan Bupati Bekasi; 



(2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayai (l) rre!ipuu; 
a. penyusunan clan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis; 
b. komunikasi dalam situasi krisis; 
c. pembentukan kelompok kerja pusat pcnanganan krisis; 
d. pengawasan perkembangan siruasi krisis; dan 
e, pelaporan perkembangan krisis. 

( I] Manajernen komunikasi krisis, diarahkan pada pcnataan sistcm dan 
hubungan komunikasi internal erganisasi, untuk penanganan krisis yang 
terjadi pada unit kcrja masing-rnasing; 

Pasal 6 

Bagian Kelima 
Manajemen Komunikasi Krisis 

( 11 Pengembangan analisa media dan informasi, dilaksanakan mclalui 
pengurnpulan Informasi sccara slsrimatis, akurat dan akuntabel. 

{2) Pengembangan analisa media dan infonr.asi sebagaimana d.i.rnaksud pad.a eyet 
(I) dilakukan dcngan: 
a. membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik, 
b. memilih media yang lebih tcpat digunakan sesuai de.ngan situasi dan 

kondisi Jokal, bentuk pesan yang akan disampaikan clan Iuasan cakupan 
wilayah yang menjadi sasaran komunikasi. 

c. pcrnbentukan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang 
berhubungan dengan kebijakan Pcmerintah Oaerah; 

d. rnenganalisis kemungkinan terjadinya perubahan dan darnpak iceb,jakan 
yar.g dikeluarkan dengan mengikuti pcrkcmbangan berita, bcik lokal, 
regional maupun internasrcnal; 

e. melaksanakan peneliuan dan pengembangan manajeroen umpan balik 
inforrnask 

r. melaksanakan pengumpulan pendapat urnum; 
..... g. melaksanakan atlalisis isi berita; dan 

h. menganalisa isu dan pendapac umum. 

Pasal 5 

Bagian Keempat 
Pengernbangan Analisa Media Dan lnformasi 

a rnenjaLn hubungan kerja dengaa pengejola m!ormasi dan doku.tTl-E':.taSi dt 
lmgkungan Pemerintah Kabuparen Bekasi; 

b, menjahn hubungan kerja dengan pengeloia informasi dan dokume-uasi di 
lingkungan pernerintah daera.h kabupaten/ kota, pernerintah provinsi, dan 
pemerintah pusat; 

c. menjalin hubu.r.gan ke.rja dan koordi.nasi denga.n lcmbaga kchumasan 
1ainnya melalui forum koordinasi kehumasan; 

d. men_ialin nubungan dengan media; 
e, mernetakan dan monitoring media rnassa; 
r. menyusun data dan infonnasi lembaga dan organisasi mitra; 
g. melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi; 
h memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakar; 
t. melaksanakan bubungan kcmitraan dengan pihak/lembaga swasta; 
j. melaksanakan forum diskusi; 
k. membcrikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pernbcritaan media 

massa; 
I. melaksanakan program kemanusiaan; dan 
m. menyelenggarakan dan rnengikuti parneran. 



Bagian Kescmbilan 
Pelayanan dan Penyebarluasan lnfonnasi dan Dokumentasi 

Pasal IO 
(I) Pelayanan dan penyebarluasan lnformasi dan dokumentasi merupakan 

rangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan dan 
mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiacan ba.k dalam 
bcntuk cetakan, photo maupun data elektronik. 

(21 Hasil dari rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!} sebagai 
bahan datam pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintah.an. 

(3) Pelayanan dan penyebarluasan infonnasi dan dokumcntasi sebagairnana 
<iim~k$;11,i n:l'ltiA AV.Qt tll tf:a.n :l'IVAt l?l tfilAJ.ruluin rJ,..ncr:::in• 

Pasal 9 
(II Konsultasi publik diarahkan pada komunikasi antara Pemerintah Pusar, 

Pemerintah Provinsi dan/ a tau Pemerintah Dae rah dengan m.asyarakat; 
(21 Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mcmperoleh 

masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
urusan pemerintahan di lingkungan Pemcrintah Oaerah. 

(3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} mel:puti: 
a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik; 
b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

penyarnpaian aspirasi, rnasukan dan kritik terhadap kcbijakan pcmcrintah 
dan pcmcrintah daerah: 

c, pelaksanaan forum dialog bersama pemerintah dan masyarakat 
berlandaskan prinsip kemitraan; dan 

d, fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat. 

Bagian Kcdelapan 
Konsultasi publik 

Bagian Ketujuh 
Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan 

Pasal 8 
(1 J Tata kelota infrastruktur kehumasan, diarahkan pada pemanfa.atan, 

pemeliharaan dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasrana yang 
dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja lembaga kehumasan pemerintah, 

12) Tata kelola infrastruktur kchumasan sebagaimana <iimaksud pada ayat (1) 
di!akukan dengan: 
a. mercncanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas 

kehurnasan; 
b. melakukan pcngadaan barang dan jasa terkait infrastruktur kehumasan; 

dan 
c. melakukan pengelolaan sarana dan prasaranc, tekoolog; informas. 

kebumasan. 

Pasal7 
IJ Analisa pembentaan media massa diarahkan pada kegiatan menganalisa isi 

pemberitaan media dan mcmetakan arah dan oricntasi media m..:.s~.a. 
2) Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat {I) 

melipuu: 
a. inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online: 
b. analisis isi pemberitaan media massa: dan 
c. pemetaan dmamika isu pernberiraan media; 

Ba_gian Keenam 
Analisa Pemberitaan ~edia Massa 



Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 13 

BAB Ill 
SUSUNAN, TUGAS, KEDUDUKAN DAN 

WEWENANOBAKOHUMASDA 

Bagian Kesebelas 
Evaluasi Penyelenggaraan 

Pasal 12 
(I) Evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan unruk mengetahui pencapaian hasil, 

kemajuan dan kendala yang ditemukan. 
(2J Evaluasi penyelcnggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipun: 

a. membuat prioritas evatuaet penyelenggaraan kegiatan kehumasan; 
b. melakukan evaluasi pada sumber data dan kebijakan keglatan 

penyelengaraan kehurnasan; 
c. menganalisa dokumen kegiatan dengan basil kegiatan; dan 
d. membuat rekomcndasi atas basil analisa kegiatan pcnyetengaraan 

kchumasan; 

Pasal l 1 
l Pengawasan penyelenggaraan kehurnasan dilaksanakan untuk mc.r.jamin 

penyelenggaraan tugas pokok dan rungsi kebumasan berjalan secara cfektif, 
efisien, produktjf dan bercanggungjawab. 

(2J Pengawasan penyelengga.raan kehumasan seoagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. pengawasan terhadap kesesuaian pernberitaan dengan inforrr-asi yang 

disampaikan; dan 
b. anal.isa berita umpan batik secara cepat atas informasi yang telah 

disarnpaikan kepada masyarakat. 

Bagian Kesepuluh 
Pengawasan Per.yelenggaraan Kehumasan 

•-J•c da.n mengaaahsis data latar bebkang keb:jak.a.n 
~ Sl:bisga; bahan informasi publik; 

e, """""""" :n.w:n ringkasan pemberitaan media massa; 
d mcr.¢1.,r-:;_pun berita aktual harian pernberitaan media massa; 
e peagadaan sarana dan prasarana pendukung kegietan pengelolaan 

uuormass dan dokurnentasu 
( melaksanakan peliputan dan publikasi ke-giatan intef"nal dan ekstemal 

lingkup Pemerintah Daerah; 
g. melakukan klasifikasi, pcnyimpanan dan pemeliharaan informasi dan 

dokumentasi; 
h menghimpun dar. menyusun naskah sambutan dan pidato pimpinan; 

mempublikasi kebijakan, program dan kegiatan mternal ctan ck.sternal; 
J membuac siaran pers; 
k. melaksanakan konferensi a tau jumpa pers: 
I melaksanakan kegiatan seminar, konferensi dan lokakarya; 
m. membuat opini untuk media massa; 
n. menulis, menyunting dan memproduksl informasi publik; 
o. menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, 

, ideo dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik; dan 
p. membuat konscp dan rnenyusun materi informasi publik yang akan 

dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan 
pemerintah. 



(11 Pejabat kehurnasan dr lmgkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi br-undak 
sebagai juru bicara Bupati 

121 Peiabat kehurnasan sebacaimana rlim.;ak~tvl ruut:i:i Av~, Ill h,.rt~nn'",,...., • .,.o,~~ 

Pasal 16 

( 11 Pejabat kehumasan yang mewa.kili Pernerintah Daerah Kabupaten Bckasi 
adalah Kepala Bagian Humas dan ?rotokol pada Sekretariar Daerah 
Kabupaten Bekasi, 

(2) Kcpdia Bag,an Humas dan Protokol bertindak scoagei juru tJiCufa f'tillt'fhlta!J 
Kabupaten Bekasi 

(3) Kepala Bagian Humas dan Protokol merupakan koordinator pejabat 
kehumasan SKPD dan/atau Bagian di lingkungan Pernerintah Daerah. 

(4) Pejabat kehumasan di lingkungan SKPD adalah Sekretaris 
Oinas/Badan/Kecamata.n, atau pejabat lainnya yang dJt".lnJUh oicn. dan 
bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD-nya masing-masing. 

(5) Pejabat kehurnasan sebagairnana dimaksud pada ayat (I), (21, oar, (3) 
bertanggungjawab kepada Bupati me!alui Sekretaris Daerah 

Pasal 15 

Fungsi dan Kedudukan 
Bag.an Kctigi, 

Bagian Kedua 
tugas Pokok 

PasaJ 14 

l J Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakohumasda) melaksanak"'1 rugas 
kebumasan ell lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, 

{2J Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakohumasda) sebagaimana dlmaksud 
pada ayar (IJ rnempunyai rugas: 
a. mernberikan inforrnasi kepada rnasyarakat berkaic n dengan kebijakan, 

program dan kegiatan pemenntah daerah 
b. mengelcla lnforrnasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara 

cepat, tepat, akurat, proporsionat dan menarik, selaras dengan dinarnika 
masyarakat. 

c, menyarnpaikan inforrnas: kebijakan, program dan kegiatan pemerintah 
secara tengkap, uruh, repat dan benar kcpada masyarakat, 

d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara 
masyarakat dan pcmerintah 

e. menampung aspirasi publik sebagai masu.kan dalam mengevaluass 
kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. 

13) Sadan Koordinasi Hu mas Daera h /Bakohumasda) sebagaimana clirnaksud 
pada ayat (I) clan ayat (2) mempunyai Iungsi sebagai tempet komunikasi 
pernerintah kepada masyarakat 

! Atasan Lang,,ung Bakonumasda. dijabat oleh Bupau 
2 ~mb1na.dJ.l"IMl oleh &-~u.ns Daer-ah 
3 Pcnanggung Jawab, dijabat oleh Asisten Administrasi Urnum Setda Kab Bekasi 
J. K~rt.1a dan Kcordmator SKPD. dijabat oreh Kabag Hurnas dan Protoko. 
s Anggota, terdiri dari Sekretaris Dinas/Badan/Kecamatan danr atau pejabat 

Eselon lll yang ctitunjuk/ drrugaskan oleh Kepala SKPD 
6 Koorciinator Sekretariae, dijaba; o!ch Kasubag Pembenwan daa Kerje-seme. Pers 

pacia Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bekasi 
7 Sekretariar, tercliri dari 5 (lima) orang Staf Pelaksana pada Bagian Humas dan 

Protokol Setda Kabupaten Bekasi 



{2) Pcnyet.arluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ dilaksanakan 
melalui koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkunga.n Pemerint.l.h Daerah; 

(3) Proses koordinasi dcngan pimpman SKPD di Iingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukar. mclalui 
tahapan : 
a. Pengumpulan dan pengklasifikasian data dan infor.nasi oleh oetugas 

kehumasan: · 
b. Analisa data dan i.r.formasi oleh pejabat kehumasar. seoelum 

dipublikasikan kepada masyarakat, 

Pasal 22 
( l) Pimpinan SKPD di lingkungan Pcmerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

.-, ... 1 ... - n- ... -1 <"II'\ -··-'"- u,, - ·--·· .... , , .. 

Pasa! 21 

111 Penyebarluasan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bekasi dilakukan oleh. Bupati mclalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah.; 

- 

BAB IV 
MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI 

Di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAER.o\H KABUPATEN BEKASl 
... 

Pejabat kehurnasan Pemerintah Daerah mcmpunyai kewenangan: 
a. menca.ri, mengolah dan mcnganaltsa inforrnasi; 
b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan 

untuk menigkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungiawab; 
c. memberikan informasi kebijakan; 
d, menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pemb,,ngunan 

dan kemasyarakatan; 
e. menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan 

pcnyelenggaraan pemerintahan, pcmbangunan dan kemasyarakatan. 

Pasal 20 

Bagian Keernpat 
Kewenangan 

Pejabar kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 
dan PasaJ 19, dapat diikucsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan 
beroagai kebijakan strategis di lingkungan kerja masing-masing, 

Pasal 19 

Pejabat kehumasan secara rungsional dapat berkonsultasi dengan Bupa>j dalam 
h.,.l: 
a. merninta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu; 
b. rneminta arahan dan penjelasan untuk mengetabui latar belakang pcngarnbilan 

kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; dan 
c. menyampaikan Iaporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap 

kebijakan pimpinan yang dianggap perlu. 

Pasal 17 
!<,,bag Humas can Protokol bernndak sebagaijuru bicara Bupati. 

r21 Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangguni;jawab 
kepada Bupat melalui sekretans Daerah. 

Paaal 18 



(I} Dalam melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta 
tugae-ruges kehumasan dilakukan koordinaei kebijakan, program <Ian 
kegiatan antar pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah, 

(21 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (JI dilakukan mclalui 
Bakohurnasda sekurang-kurangnya setiap sebulan sekali. 

Pasal 27 

'11 Ca.mat melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penye!cnggaraan rugas 
kehumasan di wilayahnya kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah; 

(2) Bupati melaporkan pelaksanaan pernbinaan atas penyelenggaraan tugas 
kehumasan di Kabupaten kepada Oubernur melalu.i Pejabat Kehumasan 
Pernerintah Daerah Provinsi, 

Pasal 26 

11 Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanarn tugas­ 
tugas kehurnasan di lingkungan Pemerintah Daerah; 

2J Bupati secara langsung atau melalui Sekretaris Oaerah, dan/atau Kabag 
Hurnas dan Protokol dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dcngan 
pejabat kehumasan di tingkat provinisi Jawa Barat dan Pemerintah Puoer. 

Pasal 25 

BAB VI 
PEMBINAAN 

infOrmH:St men~eno.i 
dan pcmbinaan 

setelah berkoordinasi 

21 Lurah clan Kepala Oesa dapar memberikan 
penyefenggaraan pernerintahan, pembangunan 
kemasyarakatan yang menjadl tanggung jawabnya 
dengan Pejabat Kehumasan di tingkat Kecamatan. 

.- I Lurah dan Kepala Desa wajib mengirimkan bahan-bahan informasi yang 
harus disebarluaskan mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di 
wilayahnya kepada Pejabac Kehumasan di tingkat Kecamatan; 

BAB V 
MEKAl'iiSME PEKYEBARLVASAN INFORMASI 

DI LINGKUNGAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA 

Pasal 24 

II Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi 
<lengan pimpinan SKPO di lingkungan Pemerintah Daerah unruk ktarifikas! 
data dan informasi public; 

.'2 Punpinan SKPD di lingkungan Pemerin :ah Oaerah dapat menyebarluaskan 
data dan infcrmasi rnengenai bidang rugasnya kepada masyarakat dcngan 
cifasllltasi oleh Kabag Humas dan Protokol. 

Pasal 23 

- Data dan inform.a,;, sebagarmana dt.-naksud oada Ayar {1) d,sampa,kan kepade 
Bunati melalui Sekn:Uln,; S...Crah. · 

~ Dam dan informasi scbagaimana dunaksud pada Ayat ( J t sebagai bahan 
pendukung penyebarluasan infortnasi. 



f, • 

Ditetapkan di Cikarang 
pada tanggat 20 U<t'::.::.: 2015 

~ /BUPATI BEK!\Slif 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Bekasi, 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 29 

BABVTII 
KETE;NTUAN PE;NUTUP 

BAB Vil 
PEMBIAYAAtl 

Pasal '28 
11) Pembiayaan penyelenggaraan operasional tugas Kchumasan pada Badan 

Koordiansi Humas Daerah (Bakokumasda) Kabupaten, dfbebanke n pada 
APBD Kabupatcn Bekasi, yang diatokasikan unruk: 

a. Honoraiurn Tim Keanggotaan Sadan Koordinasi Humas Daerah 
[Bakckurnasda) Kabupaten: dan 

b. Biaya sostalisasl dan koordinasi Sadan Koordinasi Humas Daer ah 
(Bakokumasdaj Kabupaten dengan Badan Koordiansi Hurnas Daerah 
(Bakokumasda) Provinsi dan Badan Koordinasi Humas Daerah 
(Dakokumas) Kementerian Komunikasi dan Informaslka RI. 

12) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (!) cliatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

- 

• 


